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I. Pengertian Lembaga Pembiayaan 

 

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan urusan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 

2009 menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan sebagai badan usaha uang melakukan 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga 

pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peran sangat penting 

dalam pembiayaan.  

 

Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang 

modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, 

deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga 

berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk 

menunjang perekonomian nasional. 

 

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari 

masyarakat. 

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur: 

a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan 

kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. 

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai 

pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. 

c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan. 

d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu. 

e. Tidak menarik dana secara langsung. 

f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat  

 

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu  

1. sebagi salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk 

menunjang pertumbuhan perekonomian nasional . 

2. disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting 

dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat 

masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan.  

3. dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat 

mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan. 

 

 

 



II. Jenis Lembaga Pembiayaan 

 

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, 

Lembaga Pembiayaan meliputi : 

1. Perusahaan Pembiayaan; 

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan 

Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu 

Kredit. 

2. Perusahaan Modal Ventura;  

Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang 

melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang 

menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam 

bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau 

pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. 

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. 

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk 

melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. 

 

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan 

Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. 

Saham Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan 

Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh: 

a. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia; 

b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha 

patungan).  

c. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing ditentukan paling besar  85% (delapan 

puluh lima per seratus) dari Modal Disetor. 

 

 

Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan 

 

1. Sewa Guna Usaha (Leasing) 

 Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “leasing”, dimana leasing itu berasal dari 

kata lease (Inggris) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha (Leasing) 

adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara 

sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa 

hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu 

tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.  

 Sedangkan barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah 

sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan 

tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung 

untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi 

barang atau jasa oleh Lessee. 

 

 



2. Pembiayaan Konsumen 

Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk 

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara 

angsuran. 

 

3. Kartu Kredit 

 Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, usaha kartu kredit adalah 

kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan 

kartu kredit. 

 Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/52/PBI/2005, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu 

yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul 

dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk 

melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu 

dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu 

berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu 

yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran. 

 

4. Anjak Piutang 

 Anjak Piutang (Factoring) menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah anjak 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu 

Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.  

 Menurut Kasmir anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan factoring adalah 

perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau 

pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan 

atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien).  

 Pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

125/KM.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan 

jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.  

 Dari definisi tersebut, setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Dalam kegiatan factoring ada tiga pihak yang terkait, yaitu: 

(1) Perusahaan Factoring (factoring company), atau disebut dengan factor 

sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan 

dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau 

tagihan jangka pendek perusahaan; 

(2) Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (client), adalah perusahaan 

yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada factor; 

(3) Nasabah (customer), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan 

piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada factoring. 

 Istilah klien (client) dan nasabah (customer) dalam mekanisme anjak piutang 

memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki 

nasabah atau customer, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien 

dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau customer. 

 

 



 

III. Kewenangan dan Pembatasan Lembaga Pembiayaan  

Lembaga Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) dengan 

memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential principles). 

 

Surat Sanggup Bayar ( Promissory Note)  

Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat 

untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut 

atau kepada penggantinya. 

 

Syarat Surat sanggup bayar agar sah  

 Surat sanggup bayar atau   biasa juga   disebut “surat promes”     atau promes yang 

dalam bahasa          Inggris disebut juga    promissory note    dalam akuntaansi dapat 

juga disebut  “nota yang dapat diuangkan”    adalah merupakan  suatu   kontrak yang 

berisikan janji secara     terinci dari  suatu pihak (pembayar) untuk     membayarkan  

sejumlah uang kepada  pihak  lainnya  (pihak yang dibayar).  

 Kewajiban     ini dapat timbul  dari   adanya suatu kewajiban pelunasan     suatu 

hutang. Misalnya    dalam suatu transaksi    penjualan barang dimana pembayarannya  

mungkin   saja  dilakukan   sebagian   secara  tunai   dan sisanya dibayar dengan   

menggunakan     satu    atau    beberapa promes. Dalam   promes  disebutkan   jumlah 

pokok   hutang serta   bunga   (apabila ada) dan    tanggal jatuh tempo 

pembayarannya.    Kadangkala   dicantumkan   pula   adanya     suatu    ketentuan   

yang mengatur   apabila si pembayar mengalami gagal bayar. 

 Di Indonesia     ketentuan    mengenai     promes    atau surat sanggup bayar ini diatur 

dalam    pasal    174 – 177   KUHD,    dimana menurut     KUHD      promes      

adalah merupakan   penyanggupan tak  bersyarat untuk membayar sejumlah uang 

tertentu  pada tanggal  jatuh   tempo dan pada     tempat      pembyaran    yang    

ditentukan dengan mencantumkan    nama    orang yang    kepadanya    pembayaran  

itu harus dilakukan atau yang    kepada    tertunjuk    pembayaran harus     dilakukan    

dengan ditandatangani oleh orang yang mengeluarkan    promes. Apabila     pada 

promes    atau      surat    sanggup tersebut   tidak   tercantum    tanggal     jatuh tempo 

pembayaran, maka    dianggap    harus di bayar atas tunjuk. 

 Promes   atas unjuk   adalah    suatu   promes   yang tidak mencantumkan   tanggal 

jatuh tempo pembayaran, dimana   pembayaran    harus dilakukan    setiap    saat   

apabila diminta          oleh        pemberi    pinjaman.    Biasanya    si     pemberi    

pinjaman    akan mengirimkan     pemberitahuan      dengan    tenggang    waktu  

beberapa    hari    sebelum tanggal pembayaran yang diingginkan. 

 Dalam    hal pinjam       meminjam     uang antar    perorangan,   penandatanganan 

promes   ini   adalah merupakan     suatu cara    terbaik guna  kepentingan perpajakan 

dan pembuktian.   Promes   berbeda    dengan    dari surat   pengakuan   hutang, 

biasanya pada surat  pengakuan    hutang     hanya merupakan    bukti atas    hutang    

seseorang     tetapi dalam      promes     tertera    adanya suatu persetujuan untuk 

melakukan pembayaran atas jumlah   yang   tercantum    pada promes    tersebut. 

Kegunaan   lain   dari    promes yaitu untuk   pembiayaan atas    kebutuhan    dana 

suatu    perusahaan    yaitu melalui penerbitan ataupun pengalihan surat berharga. 

 



Mengenai     syarat-syarat     formal     surat    sanggup    diatur  dalam    Pasal 174 

KUHD. Menurut ketentuan pasal    tersebut, setiap    surat     sanggup      harus     memuat 

syarat-syarat sebagai berikut : 

1. baik klausula order, penyebutan surat sanggup atau promes atas pengganti, harus 

2. dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis 

3. kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu 

4. penetapan hari bayar 

5. penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan 

6. nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan 

7. tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani 

8. tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup. 

Syarat-syarat  formal tersebut di atas ini mutlak harus dipenuhi oleh sepucuk surat 

sanggup. Hal    ini    ditentukan   dalam pasal 175 KUHD yang menyatkan bahwa apabila 

salah    satu dari    syarat-syarat    tersebut   tidak ada, surat itu tidak berlaku sebagai surat 

sanggup. 

 

Lembaga Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam 

bentuk: 

a. Giro; 

b. Deposito; 

c. Tabungan. 

 

 

 

 

 

 

IV. Sewa Guna Usaha 

 

Sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan leasing. Leasing berasal dari 

bahasa inggris, yaitu lease yang berarti menyewakan. Menurut Keputusan Menteri 

Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan 

hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk 

digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara 

berkala. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lesse pada akhir masa 

kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa 

yang disepakati. Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli 

objek sewa guna usaha. 

 

Maka leasing dapat diartikan sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas pembiayaan 

dalam bentuk peminjaman modal dan sudah melakukan perjanjian/kesepakatan terlebih 

dahulu. Jadi bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan 

perjanjian leasing akan membantu untuk menjalankan perusahaannya. Perusahaan dapat 

memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Setelah 



leasing selesai, perusahaan dapat membeli barang modal atau mengembalikannya pada 

akhir jangka waktu perjanjian leasing. 

 

Dalam perjanjian leasing, terdapat 3 pihak yang akan terlibat, yaitu :  

1. Lessor (Perusahaan Leasing) 

Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya 

untuk memperoleh barang-barang modal. 

2. Lessee (Nasabah), Supplier  

Lessee merupakan perusahaan atau perorangan yang memperoleh barang modal dengan 

pembiayaan dari pihak perusahaan leasing. Supplier adalah pihak penyedia barang dan 

termasuk juga pihak penyedia jasa asuransi yang digunakan. 

3. Perusahaan Asuransi.  

Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap 

perjanjian antara lessor dan lessee dengan dikenakannya biaya asuransi kepada lessee. 

 

Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 

Nopember 1991 kegiatan leasing dapat dilakukan dengan cara berikut: 

a. Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) 

adalah perjanjian leasing di mana pihak penyewa guna usaha (lessee) tidak diberikan 

opsi untuk membeli barang modal tersebut.  Perlakuannya disamakan dengan jual beli 

pada saat selesainya sewa  

b. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) 

adalah perjanjian leasing di mana pihak penyewa guna usaha (lessee) tidak diberikan 

opsi untuk membeli barang modal tersebut.  Perlakuannya disamakan dengan sewa-

menyewa biasa. 

 

 

 

V. Pembiayaan Konsumen 

 

Pengertian Pembiayaan Konsumen 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (Consumers 

Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan 

konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan 

konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada 

debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsikan oleh 

konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan 

pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (Customer Finance 

Company). 

 

Jenis Pembiayaan Konsumen 

Adapun jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya: 

a. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. 

b. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok. 

c. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan 

pemasok 



 

Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen  

a. Perjanjian Pembiayaan antara Pihak Perusahaan Pembiayaan (Kreditur) dengan 

Konsumen 

 Hubungan antara pihak kreditur (perusahaan pemberi biaya) dengan konsumen 

(debitur sebagai pihak yang menerima biaya), adalah hubungan yang bersifat 

kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah 

kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban 

utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, 

sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban utama untuk   

membayar kembali uang tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak pemberi 

biaya.  

 Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah 

sejenis perjanjian kredit yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur) dengan demikian dapat 

dijelaskan, bahwa setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah 

dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka 

barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun 

kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang melalui perjanjian 

fidusia. 

b. Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Pihak Konsumen dengan Pemasok 

Antara pihak konsumen dengan supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat), di 

mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli 

dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi 

biaya.27 Syarat tersebut memiliki arti, bahwa apabila karena alasan apapun pihak 

pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara supplier dengan 

konsumen sebagai pembeli akan batal.   

c. Perjanjian Jual Beli antara Perusahaan Pembiayaan (Pemberi Biaya) dengan Pemasok. 

Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier tidak ada hubungan 

hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan 

untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak 

pemasok dengan konsumen. Oleh karena itu apabila pihak penyedia  dana wanprestasi 

dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan 

konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat antara pemasok dengan 

konsumen akan batal, sehingga konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana atas 

wanprestasinya. 

 

Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen 

a. Jaminan Utama 

Berupa kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa pihak konsumen dapat 

dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Berkaitan dengan hal ini berlaku 

prinsip pemberian kredit, seperti prinsip 5 C (Collateral, Capacity, Character, Capital, 

Condition of Economy). 

b. Jaminan Pokok 

Berupa barang yang dibeli dengan dana tersebut. Apabila dana tersebut diberikan 

misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan 



pokoknya. Biasanya jaminan ini di buat dalam bentuk Fiduciary Transfer of 

Ownership (fidusia), sehingga seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan 

barang yang bersangkutan akan di pegang oleh pihak pemberi dana (kreditur) hingga 

kredit di bayar lunas. 

c. Jaminan Tambahan 

Dalam transaksi pembiayaan konsumen, jaminan tambahan juga disertakan. Biasanya 

jaminan ini berupa pengakuan hutang (Promissory Notes) atau Actknowledgement of 

Indebtedness, kuasa menjual barang, dan Assignment of  Proceed (Cessie) dari 

asuransi. Selain itu, sering juga dimintakan persetujuan suami/isteri (untuk konsumen 

perorangan) dan persetujuan komisaris/RUPS sesuai anggaran dasarnya (untuk 

konsumen perusahaan). 

 

 

VI. Usaha Kartu Kredit 

Usaha kartu kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang 

dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.  

 

Pengertian Kartu Kredit 

Pengertian kartu kredit adalah suatu kartu yang dapat dipakai untuk membayar secara 

kredit dengan membukan suatu credit account (rekening koran), open credit (rekening 

terbuka), charge credit (rekening ongkos) yang diangsur secara bulanan. 

Menurut Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa kartu kredit adalah uang plastik yang 

diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh 

kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara 

angsuran dengan membayar sejumlah bunga (finance charge) atau sekaligus pada waktu 

yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pihak 

pertama merupakan lembaga keuangan bank atau bukan bank yang bertindak sebagai 

penerbit kartu kredit (issuer), pihak kedua merupakan pengguna jasa bank yang berlaku 

sebagai pemegang kartu kredit (card holder) dan pihak ketiga yang menerima pembayaran 

dengan menggunakan kartu kredit (merchant). 

 

Pihak-pihak dalam usaha Kartu Kredit : 

1. Penerbit (Issuer), yaitu pihak yang mengeluarkan dan mengelola kartu kredit 

2. Pemegang kartu (Card Holder), yaitu pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian 

penerbitan kartu kredit.  Terdapat Basic Card Holder dan Supplementary Card Holder 

3. Penjual/Pengusaha Dagang (Merchant), yaitu pihak yang menerima pembayaran dari 

transaksi perdagangan barang/jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. 

4. Acquirer, yaitu pihak perantara dalam pengelolaan penggunaan kartu kredit terutama 

dalam hal penagihan dan pembayaran yang terjadi antara penjual dan pembeli 

 

Dalam prakteknya, penggunaan kartu kredit tidak jarang menimbulkan permasalahan-

permasalahan yang melibatkan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit itu 

sendiri. Kendala yang sering timbul dalam penggunaan kartu kredit yang terjadi dan 

penyelesaiannya yaitu : 

1. Kendala dalam penggunaan kartu kredit 



Sebagai alat transaksi penggunaan kartu kredit tidak lepas dari kekeliruan yang bersifat 

teknis maupun kesalahan yang bersifat yuridis yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan transaksi menggunakan kartu kredit. 

Terkait kesalahan teknis, para pihak dapat melakukan klarifikasi. Biasanya pihak bank 

tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh pemegang kartu 

maupun pihak lain yang tidak berwenang dalam penggunaan kartu kredit tersebut. 

Akan tetapi pihak bank bertanggungjawab jika kerugian yang diderita disebabkan 

kesalahan atau kelalaian dari pihak Bank, misal kesalahan dalam lembar penagihan 

yang diterima oleh pemegang kartu kredit 

 

2. Upaya hukum yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang terjadi dalam 

penggunaan kartu kredit 

Secara umum upaya perlindungan hukum dari bank terhadap produknya berupa kartu 

kredit beserta pemegangnya dapat terwujud jika terjalin kerjasama yang baik diantara 

keduanya. Faktor keamanan adalah salah satu keunggulan kart kredit dibanding uang 

tunai. Secara umum, resiko yang bisa terjadi pada kartu kredit adalah penyalahgunaan 

oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 

Selain permasalahan seperti ini, juga ada permasalahan yang menimbulkan akibat 

hukum bagi para pihak yaitu jika terjadi wanprestasi oleh nasabah pemegang kartu 

kredit. Maka dalam hal ini pihak bank dapat menempuh upaya penyelesaian dengan : 

a. penagihan kredit kepada pemegang kartu 

b. gugatan perdata ke pengadilan, akan tetapi jarang ditempuh karena jalur ini 

memiliki kelemahan yaitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan serta lamanya 

waktu yang diperlukan untuk mendapat kepastian dari penyelesaian sengketa 

c. arbitrase, jalur penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi baik melalui 

pengadilan maupun arbitrase dilakukan apabila upaya damai dan musyawarah 

sudah tidak dapat ditempuh lagi karena bagaimanapun upaya damai lebih 

diutamankan. 

3. Jika terjadi sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing 

pihak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian atau 

jika tidak terdapat upaya penyelesaian sengketa di dalam perjanjian maka dapat 

ditempuh upaya damai, jika gagal dapat dibawa ke pengadilan. 

 

VII. Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura  

 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura (Venture 

Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan 

modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee 

Company) sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk 

penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan 

berdasarkan pembagian atas hasil usaha.  

 

Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, meskipun resiko 

yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi 

pula dari penyertaan modalnya berupa capital gain atau deviden. 

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi : 



a. Penyertaan saham (equity participation); 

b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); dan/atau 

c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/ revenue sharing) . 

 

Modal Ventura  

     Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura 

(Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha 

pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan 

pembiayaan (Investee Company) sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu 

tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi 

konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas  hasil usaha. Investasi 

modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, meskipun resiko yang 

dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi 

pula dari penyertaan modalnya berupa capital gain atau deviden. 

     Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut (venture capitalist) adalah seorang 

investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura dan perusahaan yang 

pembiayaannya dari modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau 

(investee company). Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga 

(investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang 

memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai 

perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. 

Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan 

teknikal. Dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan 

keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan 

pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. 

     Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan 

terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat 

operasionil yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai 

bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai 

penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. 

 

Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu 

perusahaan pasangan usaha untuk : 

 Pengembangan suatu penemuan baru. 

 Pengembangan perusahaan yang ada pada tahap awal usahanya mengalami 

kesulitan dana. 

 Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan. 

 Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha. 

 Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa. 

 Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari 

dalam maupun luar negeri. 

 Membantu pengalihan perusahaan. 

Penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak 

boleh melebihi jangka waktu 10 tahun 



Penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh Perusahaan Modal Ventura dalam 

segala bentuknya dilaporkan kepada Menteri selamba-lambanya 3 (tiga) bulan setelah 

dilaksanakan. 

 

VIII. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 

 

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi: 

a. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur; 

b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau 

c. Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan 

Pembiayaan Infrastruktur. 

 

Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan 

Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan: 

a. Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan untuk 

Pembiayaan Infrastruktur; 

b. Pemberian jasa konsultasi (advisory services); 

c. Penyertaan modal (equity investmen); 

d. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; 

dan/atau 

e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur 

setelah memperoleh persetujuan dari Menteri. 

 

IX. Jasa Penagih Utang (Debt Collector) 

 

Pengertian Jasa Penagih Utang (Debt Collector) 

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam 

hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan 

konsumen dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet 

berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang 

bersangkutan.  

Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV 

angka 1dan 2 bahwa apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau 

Financial Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau 

Financial Acquirer tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, 

dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut wajib 

memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh 

pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila 

kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau Financial Acquirer itu sendiri. 

 

Tata Cara Penagihan oleh Jasa Penagih Utang 

Pada umumnya dunia collector sering dianggap negatif seperti apa yang  dibayangkan oleh 

masyarakat pada umumnya. Dunia collector sebenarnya cukup luas dan memiliki cara 

kerja yang berbeda pula.Cara kerja tersebut,berdasarkan pada lama tunggakan debitur.Cara 

kerja atau tingkatan collector secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Desk collector 



Pada level bagian penagihan (desk collector), level ini adalah level yang pertama dari 

dunia collector, dan cara kerja yang dilakukan oleh collector-collector ini adalah hanya 

mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media 

telepon. Pada level ini collector hanya berfungsi sebagai pengingat (reminder) bagi 

debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang di gunakan pun sangat sopan 

dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah. 

b. Debt collector 

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang 

telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan 

pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector) pada level ini 

adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta 

kondisi keuangannya.  

Pada level ini collector memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban 

debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal hal yang dijelaskan biasanya 

mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut 

tidak segera diselesaikan. Collector juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu 

bagi debitur untuk membayar angsurannya,dan tidak lebih dari tujuh hari kerja. 

Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan 

yang berjalan,karena hal tersebut berhubungan dengan target collector. 

Collector diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari debitur, namun hal yang 

perlu diperhatikan oleh debitur adalah memastikan bahwa debitur tersebut menerima 

bukti pembayaran dari collector tersebut,dan bukti tersebut merupakan bukti 

pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut memiliki kewajiban kredit bukan 

bukti pembayaran berupa kwitansi yang dapat diperjual belikan begitu saja. 

c. Collector Remedial 

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan 

tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru sita (collector 

remedial). Pada level ini yang memberikan kesan negatif mengenai dunia collector, 

karena pada level ini sistem kerja collector adalah dengan cara mengambil barang 

jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur. 

Cara yang dilakukan dan perilaku collector pada level ini tergantung dari tanggapan 

debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh 

kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa collector tersebut akan bersikap baik dan 

sopan. Namun apabila debitur ternyata tidak memnberikan itikad baik untuk 

menyerahkan barang jaminannya, maka collector tersebut dengan sangat terpaksa akan 

melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Yang 

dilakukannya pun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain 

sebagainya, dalam menggertak debitur. Namun apabila dilihat dari segi hukum, 

collector tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti 

memukul, merusak barang dan lain sebagaiannya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu 

mencemarkan nama baik debitur. 

Untuk beberapa perusahaan perbankan, apabila kredit tidak memiliki barang jaminan, 

maka tugas collector akan semakin berat karena tidak ada yang bertindak sebagai juru 

sita, hal tersebut yang memberikan kesan kurang baik mengenai prilaku debt collector 

 

 



X. Sengketa Pembiayaan 

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan 

kepada konsumen dengan objek pembiayaan barang kebutuhan konsumen seperti 

komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain, serta sistem pembayaran 

secara berkala. 

Perjanjian merupakan sumber utama hukum pembiayaan konsumen. Perjanjian 

pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli antara perusahaan pembiayaan konsumen, 

konsumen dan supplier berisi syarat yang ditetapkan bahwa pihak perusahaan akan 

membayar harga barang secara tunai kepada supplier dan pihak konsumen akan membayar 

harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam 

perjalanannya, para konsumen ada yang tidak memenuhi perjanjian (wanprestasi) dalam 

arti tidak mampu lagi membayar (macet). 

 

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat 

melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan pelanggan. Sengketa itu dapat berupa salah 

satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena 

pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya  

Penyelesaian sengketa dalam penarikan barang secara paksa pun dibagi dua, yaitu mediasi 

(non letigasi) dan pengajuan gugatan melalui pengadilan (letigasi). 

Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat 

menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa.  

Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana 

mestinya 

1. Mediasi 

Proses penyelesaian sengketa antarpihak yang bersengketa yang melibatkan pihak 

ketiga (mediator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi 

b. Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antarpihak, 

menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga 

menghasilkan satu keputusan bersama. 

2. Pengadilan Negeri 

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kodya 

atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kodya dan kabupaten 

yang dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan negeri bertugas memeriksa, 

memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. 

 


